BUPATI BARRU

PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI BARRU
NOMOR 45 TAHUN 2018
TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA DI KABUPATEN BARRU TAHUN ANGGARAN 2019

Menimbang : a.

Mengingat

2

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARRU,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa
untuk setiap desa;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Barru
tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana
Desa Setiap Desa di Kabupaten Barru Tahun Anggaran
2019;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat 1I di Sulawesi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1822);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik-I’I}ionesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);



12 Tahun 2011 tentang

Undangan (Lembaran
Nomor 82,

3. Undang-Undang  Nomor

Pembentukan Peraturan Perundang-
Indonesia Tahun 2011

Negara Republik .
ublik Indonesia Nomor

Tambahan Lembaran Negara Rep
5234);
4. Undang-Undang

Pemerintahan Daerah (Lembar
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

Nomor 23 Tahun 2014 tentang

an Negara Republik Indonesia

) sebagaimana telah diubah

Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
; ::;J'I"ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa .yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu
I2(;14 N.omor 168, Tambahan Lembaran Negara Republi:
ndonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhj
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 201lr

6

Lemb i
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nom
57, Tambahan Lembaran Negara Re .

5864); publik Indonesia Nomor

8. Per i
aturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tent
entang
nyelenggaraan Pemerintahan

ublik Indonesia Tahun 2017

s

Pembinaan dan Pengawasan Pe

Daerah (Lembaran Negara Rep



Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

9. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran
2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 225);

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor S50/PMK.07/2017
tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1081);

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017
tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa setiap
Kabupaten/Kota dan Perhitungan Rincian Dana Desa Setiap
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1884);

12, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN

DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI
KABUPATEN BARRU TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Barru.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Barru.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah
yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak

/



asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam

sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk

membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan,

pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain
dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

7. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam
Negeri.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB

Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
Pasal 2
Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Barru Tahun Anggaran
2019, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
a. alokasi dasar;
b. alokasi afirmasi; dan

c. alokasi formula.
Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a,
dihitung berdasarkan alokasi dasar per-kabupaten dibagi jumlah desa
sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 129
Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun

Anggaran 2019.

Pasal 4
(1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b
diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang
memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
(2) Alokasi Afirmasi per Desa dihitung dengan rumus sebagai berikut:

AA per Desa = AAxkab/kota / {(2 * DST) + (1 * DT)}
Keterangan:
AA per Desa = Alokasi Afirmasi per Desa

AAkab/kota = Alokasi Afirmasi Kab/Kota Dalam Lampiran Perpres
mengenai Rincian APBN TA 2019 %



DST = Jumlah Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah
penduduk miskin tinggi

DT = Jumlah Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk
miskin tinggi

(3) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa Tertinggal yang memiliki jumlah
penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afirmasi per
Desa.

(4) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa Sangat Tertinggal yang memiliki
jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 2 (dua) kali Alokasi
Afirmasi per Desa.

(5) Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal dengan Jumlah Penduduk
Miskin Tinggi adalah Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang

ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

Pasal 5
Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dihitung
berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan
indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang
dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

statistik.

Pasal 6
Penghitungan Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal
5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:
AF Desa = {(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)} * AF Kab/Kota

Keterangan:

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk
Desa di Kabupaten Barru.

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total
penduduk miskin Desa di Kabupaten Barru.

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah
Desa di Kabupaten Barru.

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa di Kabupaten

Barru.

AF Kab/Kota = Alokasi Formula Kabupaten/Kota.



Pasal 7
Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf ¢
disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari kementerian yang
berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di

bidang statistik.

Pasal 8
Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Barru Tahun
Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENYALURAN DANA DESA
Pasal 9
(1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindah bukuan dari Rekening
Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Umum Desa (RKD).
(2) Pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas
Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana
Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan

penyaluran telah dipenuhi.

Pasal 10
(1) Persyaratan penyaluran sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 9 ayat (2)
sebagai berikut:

a. Tahap I sebesar 20% disalurkan paling cepat bulan Januari dan paling
lambat minggu ketiga bulan Juni dengan persyaratan Peraturan Desa
mengenai APBDesa telah diterima; dan

b. Tahap II sebesar 40% disalurkan paling cepat bulan Maret dan paling

lambat Minggu keempat bulan Juni dengan persyaratan:

1. Laporan Realisasi Penyaluran Dana Desa tahun anggaran
sebelumnya; dan
2. Laporan Konsolidasi Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Dana

Desa tahun anggaran sebelumnya

c. Tahap IIl sebesar 40% disalurkan paling cepat bulan Juli dengan

persyaratan:

1. Laporan Realisasi Penyaluran Dana Desa sampai dengan tahap II;
dan
2. Laporan Konsolidasi Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Dana

Desa sampai dengan tahap II. K



(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(1)

Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai
dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ angka 1
menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75%
(tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian output menunjukkan
paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).

Capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 dan
huruf ¢ angka 1 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian output
dari seluruh kegiatan.

Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian output
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 dan huruf ¢ angka 1
dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat
kegiatan, uraian output, volume output, cara pengadaan, dan capaian
output.

Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum
memenuhi kebutuhan input data, kepala desa dapat memutakhirkan tabel
referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh

kementerian/lembaga terkait.

BAB IV
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 11
Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan
pemberdayaan masyarakat.
Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak
termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada

saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDesa.

Pasal 12
Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada
pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang
dibiayai dari Dana Desa.
Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan
secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal,
dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari

masyarakat Desa setempat/padat karya.

Pasal 13
Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa. /



(2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan

Dana Desa.

BAB V
PELAPORAN DANA DESA
Pasal 14

(1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian
output Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.

(2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDesa dari Kepala Desa;

b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana
Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa; dan

c. tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana
Desa sampai dengan tahap II.

(3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun
anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.

(4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahap II
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ¢ disampaikan paling lambat
tanggal 7 Juli tahun anggaran berjalan.

(5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian output setelah batas waktu
penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4),
Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian output

kepada Bupati.

BAB VI
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 15
(1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal
10 Ayat (1) huruf a dan Pasal 10 ayat (1) huruf b;
b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih
dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
c. terdapat usulan dari aparat pengawas internal pemerintah (APIP).
(2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun

anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran

y

sebelumnya.



(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(1)

(2)

(3)

(4)

Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar
dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran
Dana Desa tahap II tidak dilakukan.

Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juni tahun anggaran
berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih
besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi
sisa Dana Desa di RKUD.

Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA
Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ disampaikan
oleh aparat pengawas internal pemerintah dalam hal terdapat potensi atau
telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada
Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran
DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10.

Pasal 16
Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal
15 ayat (1) huruf a telah diterima;
b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau
sama dengan 30%; dan
c. terdapat usulan dari aparat pengawas internal pemerintah.
Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a dan huruf b berlangsung sampai dengan
berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke
RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana
Desa.
Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai
Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar
dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran

berikutnya. )/



(5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran
berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu
pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan
permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap I yang belum disalurkan dari
RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik
dan Dana Desa paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran

berjalan.

Pasal 17

(1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah
dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa
di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).

(2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.

(3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK

Fisik dan Dana Desa.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barru.

Ditetapkan di Barru

pad ggal, 21 pacmber W08
1? BARRU, F

\,,SU DI SALEH

Diundangkan di Barru
pada tanggal, > Gefember 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,

T

NASRUDDIN ABDUL MUTTALIB

BERITA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2018 NOMOR 1\1 /



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BARRU

NOMOR
TANGGAL

48 Taburn 1018
2l Degpmbvr w18

RINCIAN DANA DESA UNTUK SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2019

NO KECAMATAN DAN ALOKASI DASAR ALOKASI ALOKASI PAGU ANGGARAN
DESA (Rp) AFIRMASI (Rp) FORMULA (Rp) (Rp)
1 2 3 4 5 6
1 |TANETE RIAJA
1 | Desa Harapan 672,421,000 905,263,000 1,577,684,000
2 | Desa Lompo Tengah 672,421,000 343,367,000 1,015,788,000
3 | Desa Kading 672,421,000 462,055,000 1,134,476,000
4 | Desa Libureng 672,421,000 417,888,000 1,090,309,000
5 | Desa MattirowaliE 672,421,000 720,749,000 1,393,170,000
6 | Desa Lempang 672,421,000 499,188,000 1,171,609,000
Il |TANETE RILAU
1 | Desa Pancana 672,421,000 604,275,000 1,276,696,000
2 | Desa Lalabata 672,421,000 674,551,000 1,346,972,600
3 | Desa Corawali 672,421,000 431,747,000 1,104,168,000
4 | Desa Pao-Pao 672,421,000 411,570,000 1,083,991,000
5 | Desa Tellumpanua 672,421,000 514,069,000 1,186,490,000
6 | Desa Lipukasi 672,421,000 642,168,000 1,314,589,000
7 | Desa Garessi 672,421,000 395,990,000 1,068,411,000
8 | Desa LasitaE 672,421,000 478,348,000 1,150,769,000
IMBARRU
1 | Desa Palakka 672,421,000 479,241,000 1,151,662,000
2 | Desa Tompo 672,421,000 470,133,000 1,142,554,000
3 | Desa Anabanua 672,421,000 529,864,000 1,202,285,000
4 | Desa Galung 672,421,000 461,458,000 1,133,879,000
S5 | Desa Siawung 672,421,000 553,242,000 1,225,663,000
IV {SOPPENG RIAJA
1 | Desa Lawallu 672,421,000 408,255,000 1,080,676,000
2 | Desa Paccekke 672,421,000 338,620,000 1,011,041,000
3 | Desa Ajakkang 672,421,000 447,337,000 1,119,758,000
4 | Desa Siddo 672,421,000 484,858,000 1,157,279,000
5 | Desa Batu Pute 672,421,000 481,399,000 1,153,820,000
V |[MALLUSETASI
1 | Desa Cilellang 672,421,000 507,467,000 1,179,888,000
2 | Desa Manuba 672,421,000 566,449,000 1,238,870,000
3 | Desa Nepo 672,421,000 992,584,000 1,665,005,000
4 | Desa Kupa 672,421,000 472,698,000 1,145,119,000
5 | Desa Bojo 672,421,000 596,332,000 1,268,753,000
VI |PUJANANTING
1 | Desa Pujananting 672,421,000 977,329,000 1,649,750,000
2 | Desa Gattareng 672,421,000 713,250,000 1,385,671,000
3 | Desa Pattappa 672,421,000 610,045,000 1,282,466,000
4 | Desa Janganjangan 672,421,000 623,515,000 1,295,936,000
S | Desa Bulo - Bulo 672,421,000 899,527,000 1,571,948,000
6 | Desa Bacu - Bacu 672,421,000 597,044,000 1,269,465,000




NO KECAMATAN DAN ALOKASI DASAR ALOKASI ALOKASI PAGU ANGGARAN
DESA (Rp) AFIRMASI (Rp) FORMULA (Rp) (Rp)
1 2 3 s 5 6
VII |BALUSU
1 Desa Balusu 672,421,000 - 424,226,000 1,096,647,000
2 Desa Lampoko 672,421,000 - 452,271,000 1,124,692,000
3 | Desa Kamiri 672,421,000 211,289,000 637,765,000 1,521,475,000
4 | Desa Madello 672,421,000 - 580,623,000 1,253,044,000
5 | Desa Binuang 672,421,000 - 416,714,000 1,089,135,000
JUMLAH 26,896,840,000 211,289,000 22,223,474,000 49,331,603,000
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